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ABSTRAKIndonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia. Lautyang luas dengan jenis maupun potensi perikanan seharusnya dapatmensejahterakanmasyarakat khususnya para nelayan.Dengan laut yang luas bangsa Indonesia dapatmemanfaatkan lautan demi kemakmuran negara. Namun hal itu bertolak belakang dengankenyataan bahwa nelayan masih banyak yang miskin, ikan-kan di lautan banyak di curi olehnelayan asing yang menggunakan kapal modern. Kasus penangkapan kapal illegal di Indonesiasering terjadi saat ini sehingga pemerintah menerapkan aturan Pembakaran dan PenenggelamanKapal Ikan Asing yang melakukan tindak pidana perikanan sesuai dengan Peraturan MenteriNomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap KapalPerikanan Berbendera Asing dan harus dengan tegas serta tidak sewenang-wenang.Faktorlahirnya aturan Pembakaran dan Penenggelaman Kapal ikan asing yang melakukan tindakpidana perikanan karena Indonesia negara maritim, lebih mengutamakan kepentinganmasyarakat, dan karena Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dianggapkurang optimal.Kata Kunci: Pembakaran dan Penenggelaman, Kapal Ikan Asing,Tindak Pidana Perikanan
ABSTRACT
Indonesia as an archipelago country has the largest archipelago in the world. The vast sea with the
kind or fishery potential actually can be prosper the people especially fishermen. With the vast sea,
Indonesia can harness the sea for prosperity of the country. But, the thing is opposite with the
reality that the fishermen is still poor, many fish in the sea is stolen by the foreign fishermen who
use modern ship. The case of illegal fishing in Indonesia usually happen nowadays, so the
government applies the regulation of combustion and drowning foreign fishing vessel which does
the fishery crime in accordance with The Ministerial Regulation No. 11 of the year 2014 on
Technical Manual Application of Special Measures Against Foreign-Flagged Fishing Vessel and must
be firm and not arbitrary. The factor of inception of this regulation of combustion and drowning
foreign fishing vessel because Indonesia is maritime country, more in the public interest, and
because The Law No. 45 of the year 2009 on Fishery is deemed less than optimal.
Keywords: Combustion and Drowning, Foreign Fishing Vessel, Fishery Crime
I. PendahuluanIndonesia sebagai negara kepulauanmemiliki kepulauan terbesar dan terbanyak didunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengangaris pantai sepanjang 81.000 km dan luassekitar 3.1 juta km2 (0,3 juta km2 perairan
teritorial dan 2.8 juta km2 perairan nusantara)atau 62% dari luas teritorialnya.1 Sebagainegara berdaulat dan merdeka, Indonesiamemiliki sumber daya alam yang melimpah.
1 Supriadi dan Alimuddin,Hukum
Perikanan Di Indonesia,(Jakarta: SinarGrafika,2011), halaman 2
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Wilayahnya tergolong sangat luas dari Sabangsampai Merauke yang terdiri dari beberapapulau-pulau kecil dan pulau-pulau besar,sehingga Indonesia disebut sebagai negarakepulauan.Indonesia berada dibenua Asia-Australia dan berada di samudera Atlantik-Hindia yang sangat luas, sehingga lautan danperairan di Indonesia memiliki beragamsumber daya alam yang melimpah,diantaranya adalah ikan  yang beranekajenis.Laut yang luas dan kaya dengan jenismaupun potensi perikanan seharusnyadapatmensejahterakan masyarakat khususnyapara nelayan dan menjadikan Indonesiasebagai negara maritime dengan sumber dayaalam laut yang melimpah.Sebagai negara kepulauan dan negaramaritim, Indonesia memiliki lautan yang luas.Sejak zaman dahulu bangsa Indonesia terkenalsebagai pelaut. Dengan laut yang luas bangsaIndonesia dapat memanfaatkan lautan demikemakmuran negara.2 Namun hal itu bertolakbelakang dengan kenyataan bahwa nelayanmasih banyak yang miskin, ikan-ikan di lautanbanyak di curi oleh nelayan-nelayan asingyang menggunakan kapal-kapal yang modern.Berdasarkan FAO(Food and Agriculture
Organization), penangkapan ikan secaraillegaltelah menyebabkan total kerugian hingga 23miliar dollar di seluruh dunia, dengan 30persennya merupakan kerugian yang dialamiIndonesia. Penangkapan ikan secara illegalmaupun yang tidak dilaporkan terjadidiberbagai sentra penangkapan ikan dunia dandapat mencapai 30 persen dari totaltangkapan. Tangkapan oleh nelayantradisional umumnya tidak perlu dilaporkankarena jumlahnya relatif kecil. Sedangkanpenangkapan oleh kapal penangkap ikanberukuran besar wajib mendaftarkan diri danmelaporkan total tangkapannya di pelabuhansetempat.3
2 Gatot Supramono,Hukum Acara Pidana &
Hukum Pidana Dibidang Perikananan, (Jakarta:Rineka Cipta,2011),halaman 23 Wikipedia,Penangkapan Ikan Ilegal, http
:// icl. Google user content .com //lite _url= http
://id .m. wikipedia. Org /wiki
Kasus penangkapan kapal illegal diIndonesia terjadi akhir-akhir ini, dua kapalVietnam berbendera IndonesiaditangkapKapal Patroli Telusuri DirektoratKepolisian Air Badan Keamanan danPemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polridan Kepolisian Air Polda Kalimantan Baratpada hari Sabtu27 Juni 2015, di KepulauanNatuna, Laut Cina Selatan.Dua kapal dengan 24ABK, dan 2 nakhoda ini membawa sekitar 5ton ikan dari hasil tangkapan di perairanIndonesia.4Perlu dilakukan tindakan tegasterhadap pelaku tindak pidana perikanan.Kapal ikan yang mencuri ikan di peraiaranIndonesia harus diproses, kapalnya dibakardan ditenggelamkan sedangkan nakhoda sertaAnak Buah kapal (ABK) nya diproses hukum.Tujuan dari pembakaran danpenenggelaman kapal yang melakukan tindakpidana perikanan untukmenjaga kedaulatannegara.Sebagai akibat dari praktikpenangkapan ikan secara tidak sah (illegal
fishing), Indonesia mengalami banyak sekalikerugian. Kerugian dari hasil laut mencapai 30triliun per tahun,overfishing dan
overcapacitymenyebabkan rusaknyapelestarian sumber daya ikan dan penurunanstok ikan, penurunan tangkapan per unitusaha nelayan dan perusahaan nasional.Akibatnya, usaha perikanan di Indonesiamenjadi tidak kondusif karena menurunnyapasokan ikan, dan nelayan lokal menjadisemakin terpinggirkan akibat kalah bersaingdengan nelayan asing.5
/Penangkapan_ikan_ilegal&ei=MjqQDqvs&lc=id-




berbendera-indonesia-ditangkap, (diakses 14 Mei2015) 5 Info Singkat HubunganInternasional,Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus
Penenggelaman Kapal Nelayan Asing,http://berkas.
dpr.go.id/  pengkajian/files /info_singkat/Info%20
Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-69.
pdf,(diakses 15 Mei 2015)
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Mengenai pembakaran danpenenggelaman kapal asing di perairanIndonesia, telah diatur dalam Pasal 69 ayat (4)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perikanan. Selain itupemerintahan Indonesia juga telahmengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 11Tahun 2014 Tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap KapalPerikanan Berbendera Asing.Tujuh kapal yang terdiridari3 kapalmilik TNI Angkatan Laut (TNI-AL), 3 kapalKementerian Kelautan dan Perikanan, sertasebuah kapal Polair PoldaKepulauan Riaudikerahkan untuk menenggelamkan kapal ikanasing milik Thailand pada hari Senin 9Februari 2015.Kapal tersebut ditenggelamkandi Selat Dempo, sebelah selatan kota Batam.Eksekutor kapal tersebut adalah kapal milikKementerian Kelautan dan Perikanan.6Pembakaran dan penenggelaman kapaltersebut menimbulkan dampak pencemaranlingkungan laut, karena bagian-bagian kapalyang telah dibakar (diledakkan), terutamabagian kapal yang terbuat dari plastik akanberserakan.7 Jika jarak pengeboman kapaldekat dengan pantai, maka asap dari kapalyang dibakar akan sampai ke pantai sehinggamerugikan masyarakat yang ada di pantaitersebut dan masih banyak dampak lain yangditimbulkan.Berdasarkan uraian di atas, maka terdapatrumusan masalah sebagai berikut yaitu 1. Apafaktor lahirnya aturan pembakaran danpenenggelaman kapal ikan asing yangmelakukan tindak pidana perikanan. 2.Bagaimana penerapan aturan pembakaran danpenenggelaman kapal ikan asing yang








asing, (diakses 15 Mei 2015)
melakukan tindak pidana perikanan. 3.Bagaimana dampak pembakaran danpenenggelaman kapal ikan asing yangmelakukan tindak pidana perikanan.
II. Faktor Lahirnya Aturan Pembakaran
dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing
yang Melakukan Tindak Pidana
PerikananLaut Indonesia kaya Sumber DayaAlam (SDA). Sumber daya alam merupakanbahan kebutuhan manusia yang tersedia dialam. Ada sumber daya alam hayati dan adasumber daya alam non-hayati. Sumber dayaalam hayati adalah sumber daya alam berupamakhluk hidup seperti ikan dan tumbuhanlaut. Sumber daya alam nonhayati adalahsumber daya alam yang tidak hidup misalnyaminyak, gas alam dan beberapa jenis materialuntuk bahan bangunan. Wilayah laut Indonesiayang luas, maka potensi sumber daya alamtentu sangat besar dan harus dimanfaatkanbagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.8Wilayah laut yang luas menjadikannegara Indonesia sebagai tempat yang banyakdikunjungi oleh kapal asing, terutama untukmenangkap ikan. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahanUndang-Undang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan dinyatakan bahwapenangkapan ikan adalah kegiatan untukmemperoleh ikan di perairan yang tidak dalamkeadaan dibudidayakan dengan alat atau caraapapun, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan,menangani, mengolah, dan ataumengawetkannya.Kebebasan yang diberikan pemerintahselama ini telah banyak disalah gunakan olehkapal-kapal ikan yang menangkap ikan diwilayah perairan Indonesia. Banyak kapal ikanmelakukan tindak pidana perikanan ataumenangkap ikan secara tidak sah di wilayahperairan Indonesia.
8 Nur Yanto,Memahami Hukum Laut
Indonesia(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014),halaman 7
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Penangkapan ikan secara tidak sahberarti segala bentuk kegiatan penangkapanikan yang melanggar Undang-Undang Nomor45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndang-Undang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Melakukan tindak pidana perikanandalam bentuk penangkapan ikan secara tidaksah oleh kapal ikan sangat meresahkanpemerintah dan juga masyarakat Indonesia.Untuk menanggulangi penangkapan ikansecara tidak sah di perairan Indonesia,pemerintah telah melakukan beberapatindakan seperti melahirkan peraturanperundang-undangan yang mengatur tentangpenangkapan ikan di wilayah perairanIndonesia.Peraturan perundang-undangan yangada selama ini seperti Undang-Undang Nomor45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndang-Undang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan dianggap kurang efektifdalam mengatasi tindak pidana perikanan.Pemerintah Indonesia telahmengeluarkan kebijakan mengenai tindakanterhadap kapal asing yang melakukanpenangkapan ikan secara tidak sah di wilayahperairan Indonesia yaitu denganmengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 11Tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap KapalPerikanan Berbendera Asing.Kebijakan ini lahir karena Indonesiayang memiliki falsafah hidup Pancasila danUndang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945, dengan memperhatikan dayadukung yang ada dan kelestarian lautIndonesia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejateraan dan kemakmuranrakyat Indonesia. Selain alasan tersebut adabeberapa faktor yang mengakibatkan lahirnyaaturan itu:a. Faktor HistorisSebagai negara kepulauan, Indonesiajuga termasuk negara maritim karenamemiliki lautan yang luas. Sebagai negaramaritim bangsa Indonesia tidak asing lagidengan lautan dan sejak zaman dulu bangsaIndonesia terkenal sebagai pelaut. Lautan yang
luas dapat dimanfaatkan demi mencapaikemakmuran negara.9Seharusnya sumberdaya perikananmenjadi sesuatu yang tidak ternilai bagi rakyatIndonesia. Namun peluang ini dulu seakantidak terpikirkan dan tidak memberi pengaruhberarti terhadap hasil perikanan Indonesia kedepan. Karena hasil sumberdaya dari sektorperikanan tetap minim bahkan sangat kecilbila dibandingkan dengan sumberdaya lainyang dihasilkan di Indonesia. Hal tersebutsemakin terlihat jelas saat lahirnya Undang-UndangNomor 5 Tahun 1985 Tentang ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), bahwasecara geografis 75 persen wilayah negeri inimerupakan laut.10b. Faktor SosiologisIndonesia memiliki banyakmenyimpan kekayaan alam, kekayaan alamjuga terdapat di laut termasuk yang ada didasar laut. Namun sayangnya kekayaan alamtersebut belum dapat dimanfaatkan dandikelola secara maksimal. Seperti dikatakanoleh Prof. Dr. Susanto Zuhdi seorang GuruBesar Fakultas Ilmu Budi Daya, UI, bahwabangsa kita saat ini belum memandang lautsebagai hal yang utama hingga sulitmemanfaatkan potensi kelautan secaraoptimal, karena pembangunan yang dilakukanpemerintah selama ini masih berorientasipada daratan dan belum memandang lautsebagai komponen utama. Oleh karena itusampai saat ini bangsa Indonesia cenderungsebagai bangsa daratan, karena lebihmengenal daratan dari pada lautan.11Pulau Jawa yang terkenal padatpenduduknya lebih banyak bekerja sebagaipetani, buruh, pegawai negeri, pedagang, yangsemuanya bekerja di darat, demikian pulapenduduk di luar Jawa yang ada di pulau-pulaubesar seperti Sumatera, Kalimantan, danSulawesi mayoritas bekerja di darat, sehingga
9 Gatot Supramono.Op.Cit., halaman 210 Duniaku blog,Sejarah Singkat Kebijakan
Perikanan Indonesia Dari Masake Masa,
https://pobersonaibaho.wordpress.com/2012/03/2
2/sejarah-singkat-kebijakan-perikanan-indonesia-
dari-masa-ke-masa/, (diakses 15 Mei 2015)11Gatot Supramono,Op.Cit., halaman 3
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mereka tidak mengetahui keadaan lautan.Mereka masih belum paham bagaimana arahangin, bulan-bulan apa bisa menggunakanperahu layar untuk berlayar, kapan mulaimusim ikan, dan sebagainya. Kebanyakanpenduduk Indonesia yang memahamipersoalan laut adalah mereka yang tinggal dipulau-pulau kecil, karena mereka lebih banyakmenggantungkan hidupnya dari bekerja dilaut. Melihat keadaan tersebut, bisa dilihatbahwa lautan merupakan ladang yang masihdapat menampung berbagai pekerjaan yangberhubungan dengan laut. Semua orang dapatmelakukan pekerjaan di laut asalkanmempunyai pengetahuan, pendidikan,pengalaman, dan keterampilan serta kemauanyang ada dalam dirinya. Sebagai negaramaritim kita tetap terus tingkatkanpembangunan di laut, sesuai dengan motto
jales viva jaya mahe, di laut kita jaya.Salah satu bidang yang berhubungandengan laut yang dipandang mudah untukdimanfaatkan yaitu bidang perikanan. Ikan,kepiting, udang, kerang, ubur-ubur, termasukbidang perikanan yang mudah diperolehdengan alat yang sederhana. Pada umumnyahasil di bidang perikanan selain untukkebutuhan pokok sehari-hari sangat cukup,dan selebihnya dijual kepada orang lain.Demikian pula di tingkat nasional, kelebihanpangan di bidang perikanan sudah lamaIndonesia berhasil mengekspor pangantersebut ke negara lain.12Segi prospeknya perikanan merupakansalah satu bidang yang mempunyai masadepan yang cukup cerah karena berpotensimenampung berbagai aspek. Bukan saja darisegi teknis dan peralatan penangkapan ikansaja yang ditingkatkan, melainkan manajemenpengelolaan perikanan yang baik danmemadai seiring dengan kemajuan ilmu danteknologi. Pendidikan dan pelatihan di bidangperikanan, mengembangkan pengolahan hasilperikanan sehingga akan menambah jumlahpabrik pengolah ikan dengan berbagaijenisproduk dengan kualitas unggulan. Disamping itu semua unit tersebut memerlukan
12Ibid
banyak tenaga kerja sehingga paling tidakdapat mengurangi angka pengangguran dinegara Indonesia. Apabila bidang perikanandapat dikelola dengan baik dan profesionalniscaya hasilnya dapat meningkat dengansignifikan seperti yang diharapkan. Hasilperikanan yang dapat meningkatkan eksporakan memberikan penambahan terhadappendapatan negara, guna kepentingan meraihcita-cita negara untuk menciptakanmasyarakat adil dan makmur.13c. Faktor YuridisPerairan yang berada dalamkedaulatan negara Indonesia mengandungsumber daya ikan yang potensial dan sebagailahan pembudidayaan ikan merupakan berkahdari Tuhan Yang Maha Esa. Perairan Indonesiaserta semua isinya diamanatkan kepadabangsa Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perairan Indonesiadan semua isinya harus dimanfaatkansebesara-besarnya bagi kesejahteraan dankemakmuran rakyat Indonesia. Indonesiaadalah satu-satunya negara yang masihmengizinkan kapal asing menangkap ikan diperairannya. Indonesia sendiri telahmengeluarkan Undang-Undang Nomor 31Tahun 2004 sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perikanan dengan tujuan untukmelindungi Sumber Daya Alam (SDA) lautIndonesia dan untuk mengurangi tingkatpencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perikanan telahmengatur tentang pengawasan, pemeriksaandan tindakan yang akan dilakukan terhadapkapal asing yang melakukan pelanggaran diperairan Indonesia. Namun demikianperundang-undangan ini belum sepenuhnyamampu untuk menjaga kedua hal tersebut.Dari data yang diperoleh sejak Tahun 2001hingga Tahun 2011 di Indonesia telah terjadi2394 kasus pencurian ikan di wilayah perairanIndonesia, rinciannya adalah, Tahun 2001jumlah 155 kasus, Tahun 2002 jumlah 210kasus, Tahun 2003 jumlah 522 kasus, Tahun2004 jumlah 200 kasus, Tahun 2005 jumlah
13Ibid, halaman 4
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174 kasus, Tahun 2006 jumlah 216 kasus,Tahun 2007 jumlah 184 kasus, Tahun 2008jumlah 243 kasus, Tahun 2009 jumlah 203kasus, Tahun 2010 jumlah 183 kasus,danTahun 2011 jumlah 104 kasus.14Banyaknya kasus pencurian ikan diIndonesia memaksa pemerintah untukmelahirkan kebijakan-kebijakan yang dapatmengurangi tingkat pencurian ikan diIndonesia. Karena undang-undang yangdigunakan selama ini yaitu Undang-UndangNomor 45 Tahun 2009 atas perubahanUndang-Undang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan untuk mengatasi pencurianikan oleh kapal asing dianggap kurang optimal.Pemerintah tidak mungkinmengeluarkan kebijakan terhadap kapal-kapalyang mencuri ikan di wilayah perairanIndonesia tanpa alasan. Terlalu banyaknyapencurian ikan di wilayah perairan Indonesiayang membuat pemerintah Indonesia resahdan harus membuat kebijakan untukmengurangi pencurian ikan di wilayahperairan Indonesia. Selain mengeluarkankebijakan, penegakan hukum di laut harusditingkatkan. Namun demikian hal tersebutsulit untuk direalisasikan dikarenakan alasanlaut Indonesia yang begitu luas.
III. Penerapan Kebijakan Pembakaran dan
Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang
Melakukan Tindak Pidana PerikananKebijakan yang dibuat oleh pemerintahIndonesia terhadap kapal-kapal asing yangmenangkap ikan secara illegal semuanyadidasari terlalu banyaknya pelanggaran yangterjadi di wilayah Indonesia. Semua kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untukmelindungi wilayah perairan Indonesiaterhadap pencurian sumber daya alam.Kebijakan pemerintah Indonesiaterhadap pembakaran dan penenggelamankapal asing yang menangkap ikan di wilayahIndonesia diatur dalam Peraturan Menteri
14Selasarekonomi, Pencurian Ikan Dilaut
NKRI Sudah Seperti Kanker Stadium Akhir,
https://www.selasar.com/ekonomi/pencurian-ikan-
di-laut-nkri-sudah-seperti-kanker-stadium-akhir,(diakses 15 Mei 2015)
Nomor 11 Tahun 2014 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Tindakan KhususTerhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing.Dalam peraturan menteri tersebut sudahdiatur tata cara pengaturan hukum bagi kapalperikanan yang berbendera negara asing.Pasal4 dalam peraturan menteri kelautan danperikanan, dinyatakan bahwa:1. Dalam melaksanakan fungsi pengawasandan penegakan hukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, Kapal PengawasPerikanan dapat melakukan Henrikhanterhadap kapal perikanan berbenderaasing yang diduga atau patut didugamelakukan pelanggaran di WilayahPengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia (WPPNRI).2. Dalam melaksanakan fungsi pengawasandan penegakan hukum sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), Kapal PengawasPerikanan dapat melakukan tindakankhusus berupa pembakaran dan/ataupenenggelaman kapal perikananberbendera asing berdasarkan buktipermulaan yang cukup.3. Tindakan khusus sebagaimana dimaksudayat (2) dilaksanakan oleh Penyidikdan/atau Pengawas Perikanan.Peraturan menteri kelautan danperikanan juga mengatur syarat subyektif danobyektif dalam pembakaran kapal danpenenggelaman kapal perikanan yangberbendera negara asing. Syarat tersebutterdapat pada Pasal 6, 7, dan 8PeraturanMenteri Nomor 11 Tahun 2014 TentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan TindakanKhusus Terhadap Kapal Perikanan BerbenderaAsing. Pasal 6 dinyatakan bahwa:Pembakaran dan/atau penenggelamankapal perikanan berbendera asingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (2) dapat dilakukan denganmemenuhi:1. Syarat subyektif; dan/atau2. Syarat obyektif.Pasal 7 dinyatakan bahwa:Syarat subyektif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
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1. Nakhoda dan/atau anak buah kapalperikanan asing melakukan perlawanandan/atau manuver yang membahayakanKapal Pengawas Perikanan dan awakkapalnya pada saat Kapal PengawasPerikanan menghentikan, memeriksadan/atau membawa kapal ke pelabuhanterdekat;
2. Kondisi cuaca tidak memungkinkan untukmenarik/membawa atau mengawal kapalke pelabuhan terdekat; dan/atau
3. Kapal perikanan berbendera asingmengalami rusak berat yang dapatmenimbulkan bahaya bagi keselamatantersangka dan kapal pengawas perikanan.Pasal 8 dinyatakan bahwa:1. Syarat obyektif sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:a. Syarat kumulatif; dan/ataub. Syarat alternatif.2. Syarat kumulatif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a meliputi:a. Tidak mempunyai dokumenperizinan yang sah dari PemerintahRepublik Indonesia;b. Nyata-nyata melakukan penangkapanikan dan/atau pengangkutan ikan diWilayah Pengelolaan PerikananNegara Republik Indonesia(WPPNRI); danc. Kapal perikanan berbendera asingdengan semua awak kapal warganegara asing.3. Syarat alternatif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b meliputi:a. Kapal perikanan berbendera asingyang ditangkap tidak memiliki nilaiekonomis tinggi; dan/ataub. Kapal perikanan berbendera asingtidak memungkinkan untuk dibawake pelabuhan terdekat, denganpertimbangan;1) Kapal membahayakankeselamatan pelayaran dan/ataukepentingan karantina;2) Kapal mengangkut muatan yangmengandung wabah penyakitmenular dan/atau bahanberacun dan berbahaya;
3) Jumlah kapal yang ditangkaptidak memungkinkan untuk di
adhock/ dikawal ke pelabuhanterdekat; dan/atau4) Biaya menarik/membawa kapalsangat tinggi.Penerapan pembakaran danpenenggelaman kapal asing belakangan inisemua tata cara penerapannya sudah di aturdalam Peraturan MenteriNomor 11 Tahun2014 Tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanTindakan Khusus Terhadap Kapal PerikananBerbendera Asing. Hal tersebut diatur dalampasal-pasal di bawah ini:Pasal 9 tentang Prosedur TindakanKhusus, yaitu:1. Dalam hal melakukan tindakan khususberupa pembakaran dan/ataupenenggelaman sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (2), Nahkoda KapalPengawas Perikanan wajib melaporkankepada Direktur Jenderal hal-hal sebagaiberikut:a. Nama kapal;b. Posisi perairan dan koordinat kapal;c. Asal kapal dan berbenderakebangsaan;d. Kewarganegaraan awak kapal;e. Dugaan pelanggaran; danf. Barang bukti.2. Bentuk laporan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berupa:a. Lisan melalui telepon satelit atauradio SSB; ataub. Tertulis melalui telegraf atau alatkomunikasi lainnya.3. Tindakan khusus berupa pembakarandan/atau penenggelaman sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapatdilaksanakan setelah mendapatkanpersetujuan dari Direktur Jenderal.Pasal 10 tentang Tindakan yang harusdilakukan Nahkoda Kapal Pengawas Perikanansebelum melakukan pembakaran dan/ataupenenggelaman, yaitu:1. Memberikan peringatan kepada awakkapal perikanan untuk meninggalkankapal;2. Menyelamatkan seluruh anak buah kapalperikanan berbendera asing;
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egal.di.Indonesia, (diakses 15 Mei 2015)
2. Menggunakan bahan peledak untukmelakukan pembakaran dan/ataupenenggelaman; dan/atau3. Mengarahkan penembakan ke ruangmesin agar cepat terbakar dan tenggelam.Pasal 12 tentang Tindakan khususberupa pembakaran dan/atau penenggelamandapat dilakukan di Zona Ekonomi EksklusifIndonesia apabila syarat subyektifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7terpenuhi.Pasal 13 tentang Pelaporan, yaitu:1. Setelah melakukan pembakaran dan/ataupenenggelaman, Nahkoda KapalPengawas Perikanan wajib melaporkankepada Direktur Jenderal mengenai:a. Posisi koordinat kapal perikananberbendera asing yang dibakardan/atau ditenggelamkan;b. Kondisi awak kapal perikanan kapalperikanan berbendera asing;c. Tujuan membawa dan menyerahkanawak kapal perikanan berbenderaasing; dand. Membuat berita acara pembakarandan/atau penenggelaman kapalperikanan berbendera asing.2. Laporan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilengkapi dengan:a. Berita acara pembakaran dan/ataupenenggelaman kapal perikananberbendera asing sebagaimanatercantum dalam Lampiran I yangmerupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Direktur Jenderal ini;b. Kronologis pembakaran dan/ataupenenggelaman kapal perikananberbendera asing sebagaimanatercantum dalam Lampiran II yangmerupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Direktur Jenderal ini;danc. Laporan Kapal Perikanansebagaimana tercantum dalamLampiran III yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari PeraturanDirektur Jenderal ini.Prosedur tersebut sudah diterapkan diIndonesia, terbukti beberapa kasuspembakaran dan penenggelaman telah
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dilakukan pemerintah Indonesia. MenteriKelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti,kembali unjuk gigi. Tepat di Hari KebangkitanNasional, pihaknya menenggelamkan 41 kapalnelayan illegal digunakan buat mencuri ikan diperairan Indonesia. 41 kapal nelayan itu illegalkarena tidak melapor dan tak sesuaipersyaratan pemerintah. Mereka juga tidakmengantongi dokumen dan ditenggelamkanserentak pada perayaan Hari KebangkitanNasional.16Selain itu ada kasus lain, AngkatanLaut RI menenggelamkan 3 kapal asing yangmelakukan penangkapan ikan secara illegal diperairan Indonesia, pada hari Jumat tanggal 5Desember 2014, di kawasan Tarempa,Kepulauan Riau. Kapal-kapal kosong itudimuati bahan peledak lebih dahulu, dan 2kapal AL menembaknya kemudian darikejauhan.17Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun2014 Tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanTindakan Khusus Terhadap Kapal PerikananBerbendera Asing mengatur dengan baik tatacaranya melakukan sanksi pembakaran danpenenggelaman kapal yang berbendera asingyang menangkap ikan di wilayah perairanIndonesia. Peraturan menteri sudah benar-benar dirumuskan untuk melindungi perairanIndonesia dari pencurian ikan.Penerapan sanksi pada tindak pidanadi bidang perikanan adalah berupa pidanapenjara dan/atau denda. Selain itu, salah satupenerapan hukum pidana dalam bidangperikanan juga berupa penenggelaman kapalasing yang beroperasi di wilayah Indonesia.Pasal penenggelaman kapal asing dapatditemukan dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerikanan:
16Merdeka, Menteri Susi Bakal Kembali
Tenggelamkan 19 Kapal Asing,
http://www.merdeka.com/uang/menteri-susi-
bakal-kembali-tenggelamkan-19-kapal-asing-
ilegal.html, (diakses 5 Juni 2015)17Berita Indonesia, Kapal Asing,
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2
014/12/141205_indonesia_kapal_asing, (diakses 5Juni 2015)
1) Kapal pengawas perikanan berfungsimelaksanakan pengawasan danpenegakan hukum di bidang perikanandalam wilayah pengelolaan perikananNegara Republik Indonesia.2) Kapal pengawas perikanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapidengan senjata api.3) Kapal pengawas perikanan dapatmenghentikan, memeriksa, membawa,dan menahan kapal yang diduga ataupatut diduga melakukan pelanggaran diwilayah pengelolaan perikanan NegaraRepublik Indonesia ke pelabuhan terdekatuntuk pemrosesan lebih lanjut.4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) penyidikdan/atau pengawas perikanan dapatmelakukan tindakan khusus berupapembakaran dan/atau penenggelamankapal perikanan yang berbendera asingberdasarkan bukti permulaan yang cukup.Penenggelaman kapal perikananmerupakan tindakan khusus yang dilakukanoleh kapal pengawas perikanan dalammenjalankan fungsinya sekaligus sebagaipenegak hukum di bidang perikanan. Kapalpengawas perikanan adalah kapal pemerintahyang diberi tanda tertentu untuk melakukanpengawasan dan penegakan hukum di bidangperikanan.Terkait penenggelaman kapal itu tidakboleh dilakukan sewenang-wenang dan harusberdasarkan bukti permulaan yang cukup.Bukti permulaan yang cukup adalah buktipermulaan untuk menduga adanya tindakpidana di bidang perikanan oleh kapalperikanan berbendera asing, misalnya kapalperikanan berbendera asing tidak memilikiSurat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan SuratIzin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), sertanyata-nyata menangkap dan/atau mengangkutikan ketika memasuki wilayah pengelolaanperikanan Negara Republik Indonesia.
IV. Dampak Pembakaran dan
Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang
Melakukan Tindak Pidana PerikananKebijakan yang diberlakukan olehpemerintah Indonesia lahir akibat pelanggaran
Jurnal Mercatoria Vol 8 No 1/Juni 2015 ISSN No:1979-8652
27
yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan yangmelakukan tindak pidana perikanankhususnya kapal ikan asing di wilayahperairan Indonesia. Kebijakan-kebijakan yangtelah dibuat oleh pemerintah semuanya untukkepentingan bangsa Indonesia.Batas wilayah kelautan Indonesiaharuslah dijaga ekstra keras oleh TNI dandengan hukum dan kebijakan yang tegas, agartidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaranpencurian sumber daya alamIndonesia.Tentunya masyarakat Indonesiasangat mendukung tindakan tegas pemerintahuntuk menjaga kekayaan laut Indonesia,terutama ikan.Pasal 69Undang-Undang Nomor 45Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan memang dimungkinkan pemerintahmenenggelamkan kapal asing. Pasal tersebutdinyatakan bahwa:1. Kapal pengawas perikanan berfungsimelaksanakan pengawasan danpenegakan hukum di bidang perikanandalam wilayah pengelolaan perikananNegara Republik Indonesia.2. Kapal pengawas perikanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapidengan senjata api.3. Kapal pengawas perikanan dapatmenghentikan, memeriksa, membawa,dan menahan kapal yang diduga ataupatut diduga melakukan pelanggaran diwilayah pengelolaan perikanan NegaraRepublik Indonesia ke pelabuhan terdekatuntuk pemrosesan lebih lanjut.4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) penyidikdan/atau pengawas perikanan dapatmelakukan tindakan khusus berupapembakaran dan/atau penenggelamankapal perikanan yang berbendera asingberdasarkan bukti permulaan yang cukup.Berdasarkan Pasal 69 di atas,khususnya ayat (4) jelas bahwa pemerintahdalam hal ini pengawas perikanan dapatmelakukan tindakan khusus berupapembakaran dan/atau penenggelaman kapalyang mencuri ikan di perairan nusantara.
Kebijakan tentang pembakaran danpenenggelaman kapal asing di Indonesiamemberikan dampak positif maupun negatifbagi negara dan juga masyarakat Indonesia.Dampak positif Peraturan MenteriNomor 11Tahun 2014 Tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap KapalPerikanan Berbendera Asing yang merupakankebijakan dari pemerintah dapat mengurangipencurian ikan di perairan Indonesia dan jugadapat memberikan keleluasaan kepadanelayan Indonesia untuk menangkap ikan.Dampak positif ini telahdirasakan olehnelayan karena cukup ampuh mengurangipencurian ikan. Kebijakan yang diterapkansejak penghujung Tahun 2014 lalu cukupdirasakan manfaatnya oleh nelayan khususnya3 bulan terakhir. Penghasilan nelayanmeningkat karena jumlah operasi meningkatyang sebelumnya hanya 15 hari operasimenjadi 25 hari operasi setiap bulannya.Terjadi peningkatan jumlah trip setiapbulannya, yang sebelummnya 5-7 trip perbulan menjadi 10-12 trip per bulan (khususuntuk kapal pole and line). Selain itu produksipun menjadi meningkat yang sebelumnya 1,5 -2 ton per trip menjadi 3-5 ton per trip (untukkapal pole and line) sedangkan untuk kapal
hand line tuna terjadi peningkatan produksiyang sebelumnya 10-15 ton per bulan menjadi30 ton per bulan.Terhadap kapal-kapal puse seinepeningkatan produksi tidak terlalu signifikanyang sebelumnya 15-20 ton per bulan menjadi25-30 ton per bulan. Selain itu dampak lainyang dirasakan oleh nelayan pada saatmelakukan aktivitas penangkapan di daerah
fishing ground tidak menemukan lagi  kapal-kapal yang berukuran besar khususnya kapal-kapal asing baik itu yang menggunakan alattangkap purse seine atau pun hand line.Penerapan Moratorium secara tidaklangsung memberikan dampak mengurangi
illegal fishing.18Sehingga sebagian besar
18Syamsulhadi, Dampak Positif Penerapan
Moratorium,
http://syamsulhadi42.blogspot.com/2015/05/damp
ak-positif-penerapan-moratorium.html, (diakses 5Juni 2015)
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operasi-sesaki-perairan-indonesia, (diakses 5 Juni2015) 20Nasional news, Menteri Susi Kapal-kapal
Asing Mulai Lari Dari Laut Kita,
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/564107-
menteri-susi--kapal-kapal-asing-mulai-lari-dari-
laut-kita, (diakses 5 Juni 2015)
Penenggelaman kapal dapatmenimbulkan pencemaran lingkungan karenaberserakannya bagian-bagian kapal yang telahdibakar atau diledakkan, terutama bagiankapal yang terbuat dari plastik.Penenggelaman kapal juga dapat mengurangikeindahan pantai karena keberadaantumpukan kerangka kapal dan barang-barangyang terapung akibat pembakaran ataupengeboman kapal. Imbas lainnya adalahekosistem laut menjadi terganggu akibatbanyak benda asing di perairan yangmengganggu kehidupan ikan sehingga ikanenggan hidup di sekitar bangkai kapal.Terakhir penenggelaman dan pembakarankapal mengganggu pariwisata air karenabangkai kapal merusak keindahan laut karenamenjadi sampah di laut.21Penenggelaman kapal jugamenimbulkan konflik antar negara serta dapatmemicu peperangan. Buktinya, akhir-akhir ininegara Malaysia mengungkapkan kurangterkesan terhadap presiden RepublikIndonesia, Joko Widodo. Media onlineMalaysia, Utusan.com, menyatakan PresidenJoko Widodo ingin melakukan konfrontasidengan negeri jiran tersebut.Artikel yang berjudul “Maaf Cakap,
Inilah Jokowi”, media tersebut menulis rencanapemerintah Indonesia menenggelamkan kapalnelayan Malaysia yang menerobos perairanIndonesia kontroversial.22 Sindiran inidinyatakan oleh pihak Malaysia akibatSebelumnya dikabarkan bahwa pihakberwenang Indonesia menahan sebanyak 200nelayan Malaysia yang diduga menangkap ikansecara ilegal di perairannya.Presiden Joko Widodo mengatakanbahwa nelayan asing yang melaut secara
illegal di Indonesia tidak perlu ditahan,




asing, (diakses 6 Juni 2015)22Jakarta Greater, Malaysia Gerah Soal
Penenggelaman Kapal,
http://jakartagreater.com/malaysia-gerah-soal-
penenggelaman-kapal/. (diakses 6 Juni 2015)
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melainkan kapalnya ditenggelamkan. Presidenjuga tidak lupa mengatakan bahwa sebelumkapal ditenggelamkan para ABK di kapal asingtersebut harus lebih dulu diselamatkan.Instruksi Presiden ini memancingkomentar pedas dari partai UMNO yangberkuasa di Negeri Jiran Malaysia. PihakMalaysia menyatakan bahwa perjanjian soalperairan antara Indonesia-Malaysia hanyamengusir, bukan menenggelamkan. Negarajiran itu juga menyindir Jokowi bahwakebijakan penenggelaman kapal nelayantersebut hanyalah pencitraan. Indonesia jugadinilai arogan jika sungguh-sungguhmemberlakukan penenggelaman kapalnelayan asing.Padahal sebelumnya Malaysiajuga diduga telah melakukan penenggelamanterhadap kapal yang membawa TKI dariIndonesia. Dalam insiden tersebut kapalyangmengangkut 97 TKI didugaditenggelamkan oleh Pihak Kastam Malaysiasehingga 14 orang TKI meninggal dunia.23Uraian di atas membuktikan bahwakebijakan tentang pembakaran danpenenggelaman kapal juga memberikankerugian bagi negara Indonesia. Yang pertamakerugian dari segi pencemaran lingkungan, halini sebenarnya dapat diatasi dengan caramemanfaatkan kapal asing yang ditangkaptersebut.Kerugian kedua yaitu menimbulkankonflik antar negara, hal ini dapat diatasidengan cara menyesuaikan hukum nasionaldengan internasional.  Penembakan terhadapkapal dan para pencuri ikan asing oleh karenaitu harus dilakukan sesuai dengan hukumnasional dan internasional.Tindakan menembak danmenenggelamkan kapal pencuri ikan asingjuga harus memperhitungkan bahwa kapalnelayan Indonesia yang beroperasi di wilayahnegara pantai tetangga akan diperlakukansama. Pemerintah tidak boleh menutup mata
23Selasar, Penenggelaman dan Pembakaran
Kapal Asing Ilegal Bukan Tindakan Kejam dan
Semena-mena, https://www.selasar.com/politik/
penenggelaman-dan-pembakaran-kapal-asing-
ilegal-bukan-tindakan-kejam-dan-semenamena,(diakses 6 Juni 2015)
terhadap potensi terjadinya ketegangan politikyang rentan hadir apabila memilih cara-carayang tidak beradab untuk menyelesaikankonflik. Karena jika tidak, ketegangan politikdapat tercipta sehingga dapat memicupecahnya konflik bersenjata atau bahkanperang antara Indonesia dengan negara lain.24Dampak positif dan negatif ini harusmenjadi acuan bagi pemerintahan Indonesiadalam memperbaiki sistem penegakan hukumlaut di Indonesia. Hukum dan kebijakanIndonesia atas wilayah perairan laut sangatberpengaruh, karena dengan adanyakebijakan, kapal-kapal asing penangkap ikan
illegal yang masuk di wilayah perairanIndonesia tanpa izin mendapat sanksi tegasdari negara Indonesia.Indonesia harus mengamankan,menggali, memanfaatkan dan mengelolapotensi-potensi kelautan yang sangat besar.Demikian juga halnya dengan pertahanan dankeamanan teritorial laut Indonesia yang begituluasnya, sudah saatnya untuk lebih fokusdipikirkan cara pengamanan yang efektif,utamanya pengamanan terhadap kapal-kapalasing yang mencuri hasil laut Indonesia.25




nsekuensi-penenggelaman-kapal-1418270847/2,(diakses 6 Juni 2015)
25Riduan, Amankan dan Kelola Potensi
Maritim, http:// www. medanbisnisdaily. com/
news/ read/ 2014/ 12/17/135976/ amankan-dan-
kelola-potensi-maritim/, (diakses 6 Juni 2015)
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2. Penerapan Aturan Pembakaran danPenenggelaman Kapal Ikan Asing yangmelakukan tindak pidana perikanansesuai dengan Peraturan Menteri Nomor11 Tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Tindakan Khusus TerhadapKapal Perikanan Berbendera Asing danharus dengan tegas serta tidak sewenang-wenang.3. Dampak Aturan Pembakaran danPenenggelaman Kapal Ikan Asing yangyang melakukan tindak pidana perikanansangat besar. Dampak yang ditimbulkanadalah positif dan negatif. Kedua dampakini harus dijadikan pertimbangan bagipemerintah Indonesia.
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